
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 - 2030 
 

1. NAMA JABATAN 

 

: 

 

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 

 

2. TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang pendidikan  
 

3. FUNGSI : 1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan yang menjadi 

kewenangan Daerah; 

2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendidikan yang menjadi 

kewenangan Daerah; 

3. Penyelenggaraan administrasi Dinas; 

4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA 
BASELINE 

(2024) 
PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN 

SUMBER 
DATA 

1. Pemerataan 
Penyelenggaraan 
Pendidikan 
Menengah dan 
Pendidikan Khusus 

1. Tingkat Partisipasi Warga 
Negara Usia 4 - 18 tahun 
penyandang disabilitas yang 
berpartisipasi dalam 
pendidikan khusus (%) 

44,61 Persentase penduduk usia 16 sampai dengan 18 tahun 
yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan 
menengah terhadap total penduduk pada kelompok usia 
tersebut, tanpa memperhitungkan jenjang pendidikan yang 
sedang ditempuh. 
 
Diukur oleh Kemendikdasmen yang dilaksanakan pada 
tahun n 

Kementerian 
Pendidikan 
Dasar dan 
Menengah 

2. Tingkat Partisipasi Warga 
Negara Usia 16 - 18 tahun 
yang berpartisipasi dalam 
pendidikan menengah (%) 

84,40 Proporsi anak penyandang disabilitas dalam kelompok usia 
tersebut yang sedang mengikuti pendidikan khusus (formal 
atau nonformal), baik di Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun 
di satuan pendidikan inklusif, terhadap total anak 
penyandang disabilitas usia 4–18 tahun. 

Kementerian 
Pendidikan 
Dasar dan 
Menengah 



NO SASARAN INDIKATOR KINERJA 
BASELINE 

(2024) 
PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN 

SUMBER 
DATA 

 
Diukur oleh Kemendikdasmen yang dilaksanakan pada 
tahun n 

2. Peningkatan Mutu 
Penyelenggaraan 
Pendidikan 
Menengah dan 
Pendidikan Khusus 

1. Persentase Kabupaten/Kota 
Yang Mencapai Standar 
Kompetensi Minimum Pada 
Asesmen Tingkat Nasional 
Untuk Literasi Membaca Dan 
Numerasi 
1) Literasi 
2) Numerasi 

 
 
 
 
 
 

64,85 
5,26 

Persentase kab/kota yang memiliki peserta didik dengan 
nilai kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi 
kompetensi minimum diperoleh melalui Asesmen Nasional 
(AN) dan hasilnya disajikan dalam Rapor Pendidikan. 
 
Diukur berdasarkan hasil Rapor Pendidikan oleh 
Kemendikdasmen yang dilaksanakan pada tahun n 

Asesmen 
Nasional, 
Kementerian 
Pendidikan 
Dasar dan 
Menengah 

2. Persentase satuan 
Pendidikan yang mencapai 
standar kompetensi minimum 
pada asesmen tingkat 
nasional 
1) Literasi 
2) Numerasi 

 
 
 
 
 

52,59 
46,82 

Persentase satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 
dengan nilai kompetensi literasi dan numerasi yang 
memenuhi kompetensi minimum diperoleh melalui 
Asesmen Nasional (AN) dan hasilnya disajikan dalam 
Rapor Pendidikan. 
 
Diukur berdasarkan hasil Rapor Pendidikan oleh 
Kemendikdasmen yang dilaksanakan pada tahun n 

Asesmen 
Nasional, 
Kementerian 
Pendidikan 
Dasar dan 
Menengah 

3. Skor Kemampuan Literasi 69,99 Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang 
memenuhi kompetensi minimum diperoleh melalui 
Asesmen Nasional (AN) dan hasilnya disajikan dalam 
Rapor Pendidikan. 
 
Diukur berdasarkan hasil Rapor Pendidikan oleh 
Kemendikdasmen yang dilaksanakan pada tahun n 

Asesmen 
Nasional, 
Kementerian 
Pendidikan 
Dasar dan 
Menengah 

4. Skor Kemampuan Numerasi 62,48 Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang 
memenuhi kompetensi minimum diperoleh melalui 
Asesmen Nasional (AN) dan hasilnya disajikan dalam 
Rapor Pendidikan. 

Asesmen 
Nasional, 
Kementerian 
Pendidikan 



NO SASARAN INDIKATOR KINERJA 
BASELINE 

(2024) 
PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN 

SUMBER 
DATA 

 
Diukur berdasarkan hasil Rapor Pendidikan oleh 
Kemendikdasmen yang dilaksanakan pada tahun n 

Dasar dan 
Menengah 

3. Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja Organisasi 

Nilai Akuntabilitas Kinerja 70,17 
(BB) 

Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD merupakan nilai hasil 
evaluasi penerapan SAKIP di OPD yang evaluasinya 
dilakukan oleh  Inspektorat Daerah setiap tahun. 
 
Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja 
Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah 
yang dilaksanakan pada tahun n 

Inspektorat 
Prov. Sumbar 

4. Meningkatnya  
Kualitas Pelayanan 
Organisasi 

Tingkat Kepuasan terhadap 
Pelayanan Organisasi 

88 Tingkat kepuasan ini untuk menilai tingkat kepuasan ASN 
di internal OPD terhadap layanan umum, aset dan 
pengelolaan kepegawaian pada OPD. 
 
Diukur berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 
yang dilaksanakan pada tahun n 

Dinas 
Pendidikan 

 

          

Padang, 17 September 2025 

               Kepala Dinas Pendidikan 
               Provinsi Sumatera Barat 

          

                   

          

               Habibul Fuadi, S.Pd., M.Si. 
               Pembina Utama Muda 
               NIP. 19690921 199503 1 002 


